
BUPATI LUWU TIMUR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PERATURAN DAERAH 
TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LUWU TIMUR, 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan mengoptimalkan pemungutan Pajak 
Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan 
potensi objek Pajak terhadap pendapatan asli Daerah; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana 
terjadi perubahan nama nomenklatur Perangkat Daerah 
sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan 
keadaan; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan, terjadi perubahan 
tarif pajak dan jenis hiburan golf dinyatakan tidak lagi 
sebagai objek Pajak Hiburan sehingga perlu 
disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 ten tang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak 
Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 











9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. 

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 
boga/ katering. 

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaran hiburan. 

14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

16. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang 
menerima pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang 
ditunjuk oleh bupati. 

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian 
tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib 
pajak serta pengawasan penyetorannya. 

21. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau 
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan 
serta menjual barang yang telah disita. 

22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan 
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya. 

23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 








